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Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mendasarkan pada pendekatan perundang-undangan,
konsep, historis, dan perbandingan. Perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah memiliki
keberkaitan erat dengan pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keberkaitan
tersebut terlihat dari mekanisme alokasi besaran dana perimbangan. Kewenangan terbatas Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembentukan APBN tidak sesuai dengan filosofi pembentukannya selaku
perwakilan teritorial.

Hasil penelitian merekomendasikan bahwa perlu penguatan kapasitas kelembagaan dengan memberikan
ruang kewenangan yang lebih besar kepada DPD terkait dana transfer. Hal tersebut sgjalan dengan prinsip
otonomi daerah yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada daerah. Selanjutnya berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah tersebut, yang penganggarannya berasal dari pos dana perimbangan
dalam APBN, fungs dan kewenangan DPD yang terbatas hanya memberikan pertimbangan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang APBN dan pengawasan pelaksanaan APBN harus
direvisi, yakni melalui amandemen konstitusi dengan menjadikan kedudukan DPD sama dan sejgjar dengan
DPR dalam hal pembentukan APBN.

...... Thisresearch is based on literature studies within approach of national laws, concept, historical and
comparison. Financial balance between central government and local government has a close relation with
the establishment of State Budget. This relation can be viewed from the all ocation mechanism of balance
amount of the funds. Limited authority of the Regional Representatives Council (DPD) in the establishment
of State Budget is not in accordance with the philosophy of its creation as aterritorial representative.

This research recommends that the necessary of institutional capacity building by providing a greater
authority of Regional Representative Council (DPD) related to transfer of funds. Thisisin line with the
principle of autonomy which gives greater powers to the regions. Furthermore, in relation with financial

bal ance between central government and local government, which are derived from ?balanced fund? post on
State Budget, function and authority Regional Representative Council (DPD) islimited to give consideration
to the House of Representative (DPR) regarding Bill of State Budget, and to control the implementation of
State Budget, should be revised by amending the constitution so that Regional Representative Council
(DPD) has same standing as House of Representative (DPR) in establishment of State Budget.


https://lib.ui.ac.id/detail?id=20303696&lokasi=lokal

